BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
deepfake pornografi merupakan bentuk kejahatan digital berbasis Artificial
Intelligence yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi
manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat manusia.
Praktik manipulasi identitas visual korban tanpa persetujuan telah mencederai
integritas pribadi korban serta menimbulkan dampak multidimensional
berupa kerusakan reputasi, penderitaan psikologis, dan risiko reviktimisasi
yang berkelanjutan di ruang digital. Karakteristik kejahatan ini menunjukkan
bahwa deepfake pornografi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesusilaan,
tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan identitas dan data pribadi
korban.

Dalam kerangka hukum nasional, penanganan deepfake pornografi pada
prinsipnya dapat didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang berlaku,
antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keempat regulasi
tersebut secara normatif telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat

pelaku, terutama terkait larangan penyebaran konten pornografi,



penyalahgunaan sistem elektronik, pelanggaran data pribadi, serta tindakan
kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

Namun demikian, penerapan peraturan perundang-undangan tersebut
masih bersifat sektoral dan belum secara spesifik dirancang untuk merespons
kejahatan deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence. Akibatnya,
perlindungan hukum vyang diberikan kepada korban cenderung belum
optimal, khususnya dalam aspek pengakuan terhadap manipulasi identitas
digital dan mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam praktik
penegakan hukum, fokus perlindungan masih lebih diarahkan pada
pemidanaan pelaku, sementara kebutuhan korban atas pemulihan psikologis,
rehabilitasi sosial, penghapusan konten digital, dan pemulihan reputasi belum
menjadi perhatian utama.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perangkat
hukum yang ada telah memberikan dasar normatif dalam menangani deepfake
pornografi, diperlukan penguatan konstruksi hukum yang lebih adaptif
terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Penguatan tersebut
penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya
berorientasi pada penegakan pidana, tetapi juga menjamin perlindungan
identitas digital dan pemulihan korban secara komprehensif, sehingga negara
mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan hak asasi

manusia di ruang digital.



B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan aparat
penegak hukum mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan
yang telah ada, khususnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam
menangani kasus deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence.
Optimalisasi tersebut perlu dilakukan melalui penafsiran hukum yang lebih
adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan koordinasi antar
lembaga, serta pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi
pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan
pemulihan yang komprehensif bagi korban, termasuk perlindungan identitas
digital, penghapusan konten, dan pencegahan reviktimisasi di ruang digital,
sehingga perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman korban dapat

terjamin secara efektif.
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